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BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1	KAJIAN PUSTAKA
2.1.1	Pengertian Pajak Secara Umum
Pengertian pajak secara umum adalah pembayaran iuran yang bersifat wajib yang dipungut oleh pemerintah dari rakyat berdasarkan Undang-undang yang hasilnya dipergunakan untuk pembiayaan negara dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara umum.

2.1.1.1	Definisi Pajak
	Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaan pemungutan pajak yang mengisyaratkan adanya alih dana dari sektor swasta (wajib pajak yang membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak pemerintah) dan diperuntukan bagi keperluan pembiyaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
	Dalam melaksanakan pembangunan nasional, pemerintah memerlukan dana yang cukup dan memadai. Dana yang digunakan salah satunya berasal dari penerimaan kas negara dalam bentuk pajak. Pungutan pajak ada ditangan pemerintah dan pembuat peraturan dibidang perpajakan, dimana ditetapkan oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
Sebagai bahan pembanding, penulis akan memberikan beberapa definisi mengenai pajak. Definisi pajak menurut para ahli dibidang perpajakan bermacam-macam, namun definisi tersebut memiliki inti dan tujuan yang sama. Dibawah ini definisi pajak menurut beberapa ahli perpajakan.
Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro, (1994), seperti dikutip oleh Waluyo dan Wirawan B. Ilyas dalam bukunya yaitu :
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintahan berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.
(2007 : 2)
Menurut Erly Suandy di dalam bukunya menyatakan bahwa :
“Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik”
(2005 : 5)
Berdasarkan definisi-definisi pajak yang telah diuraikan diatas, terdapat unsur-unsur pokok pajak, yaitu : (1) iuran atau pungutan, (2) dipungut berdasarkan undang-undang, (3) pajak dapat dipaksakan, (4) tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi, dan (5) untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah.






2.1.1.2 Fungsi Pajak
	Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara dengan demikian, tujuan pajak itu harus diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Tujuan pemerintah baik tujuan pajak maupun tujuan negara semuanya berakar pada tujuan masyarakat, tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara. Oleh karena itu, tujuan dan fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan dan fungsi negara yang mendasarinya.
	Berdasarkan definisi-definisi dan ciri-ciri pajak yang telah dijelaskan diatas, terlihat seolah-olah pemerintah memungut pajak semata-mata hanya untuk mengisi kas negara. Namun tidak demikian, karena pemungutan pajak mempunyai fungsi sebagai berikut :
	Menurut Mardiasmo dalam bukunya menjelaskan bahwa :
“Ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan) dan fungsi mengatur (regulerend)”
(2003 : 1)
Sedangkan menurut Siti Resmi dalam bukunya menyatakan bahwa :
“Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regulerend (mengatur)”
(2003 : 2)
Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi sumber keuangan (budgetair) dan fungsi mengatur (regulerend) . Uraian mengenai fungsi pajak tersebut adalah sebagai berikut :
1. Fungsi budgetair atau Fungsi Penerimaan
Penerimaan pajak yang bersumber dari masyarakat digunakan oleh pemerintah sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya atau yang sering disebut sebagai fungsi budgetair atau fungsi penerimaan.
Fungsi budgetair seperti yang ditulis oleh Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan menyatakan bahwa :
“Fungsi budgetair artinya pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya” 
(2003 : 1)
Begitu juga seperti halnya yang ditulis oleh Siti Resmi dalam bukunya menyatakan bahwa :
“Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain”
(2003 : 2)
Dari kedua pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam fungsi budgetair ini, pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara dengan mengukur sampai sejauh mana kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang hasilnya digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga pemerintah. Penjelasan kutipan diatas adalah sebagai berikut :

2. Fungsi regulerend atau Fungsi Mengatur
Fungsi regulerend seperti yang ditulis oleh Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan menyatakan bahwa :
“Fungsi mengatur (regulerend) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi”
(2003 : 1)
Begitu juga fungsi  regulerend seperti yang ditulis oleh Waluyo dan Wirawan B. Ilyas dalam bukunya Perpajakan Indonesia menyatakan bahwa :
“Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi”
(2003 : 8)
Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat kearah yang dikehendaki oleh pemerintah. Fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.

2.1.1.3	Sistem Perpajakan
	Sistem perpajakan suatu negara terdiri atas tiga unsur, yakni Kebijakan Perpajakan (Tax Policy), Hukum Perpajakan (Tax Law), dan Administrasi Perpajakan (Tax Administrationi). Ketiga unsur tersebut saling menunjang satu sama lain dan tak bisa dipisahkan. Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas negara.
	Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya, sistem perpajakan terdiri dari :
“1.	Official Assesment System
2. 	Semi Self Assesment System
3.	Full Self Assesment System
4. 	With Holding System”
 (2006 : 25)
Penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut :
1. Official Assesment System, adalah dimana wewenang pemungutan pajak ada pada fiskus. Utang pajak timbul kalau ada Surat Ketetapan Pajak (SKP) dilaksanakan sampai tahun 1967.
2. Semi Self Assesment System, adalah wewenang pemugutan ada pada wajib pajak dan fiskus. Pada awal tahun pajak wajib pajak menaksirkan dahulu berapa pajak yang akan terutang untuk satu tahun pajak, kemudian mengangsurnya. Pada akhir tahun pajak, pajak terutang sesungguhnya ditentukan fiskus. Dilaksanakan di Indonesia pada periode 1968-1983.
3. Full Assesment System, adalah wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada wajib pajak. Wajib pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama wajib pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983.
4. With Holding System, adalah wewenang pemungutan ada pada pihak ketiga. Dilaksanakan secara efektif sejak 1984.
2.1.2	Withholding Tax System
	Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang pemotongnya diserahkan kepada pihak ketiga yaitu subyek pajak dalam negeri antara lain Wajib Pajak Badan, Perorangan, Pemberi Kerja, Bendaharawan Pemerintah atau subyek pajak dalam negri lainnya yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak.

2.1.2.1	Pengertian Withholding Tax System
	Sistem ini merupakan sistem perpajakan dimana pihak ketiga baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan Dalam Negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan yang dibayarkan kepada penerimaan penghasilan. Pihak ketiga tersebut memiliki peran aktif dalam sistem ini, dan fiskus berperan dalam pemeriksaan pajak, penagihan, maupun tindakan penyitaan apabila ada indikasi pelanggran perpajakan, seperti halnya pada self assessment system. Sistem pajak ini menekankan kepada pemberian kepercayaan pada pihak ketiga diluar fiskus yaitu, pemberi penghasilan melakukan pemotongan atau memungut pajak atas penghasilan yang diberikan dengan suatu persentase tertentu dari jumlah pembayaran atau transaksi yang dilakukannya dengan penerima penghasilan. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga tersebut dibayarkan kepada Negara melalui penyetoran pajak seperti pada aktivitas yang dilakukan di self assessment  dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan Undang-undang. Nantinya jumlah yang disetorkan ke kas negara itu akan dapat diperhitungkan kembali oleh Wajib Pajak yang penghasilannya dipotong atau dipungut dengan melampirkan bukti pemotongan atau pemungutan yang diberikan oleh pihak ketiga saat transaksi penerimaan penghasilan.

2.1.2.2	Manfaat Withholding System
Withholding tax system selain memperlancar masuknya dana ke kas Negara tanpa intervensi fiskus juga dapat menghemat biaya administrasi pemungutan (administrative cost), seperti pada self assessment, wajib pajak yang dipotong atau dipungut pajaknya secara tidak terasa telah memenuhi kewajiban perpajakannya.
Manfaat withholding tax system, antara lain :
1. Dapat menigkatkan kepatuhan secara sukarela karena pembayar pajak secara tidak langsung telah membayar pajaknya.
2. Pengumpulan pajak secara otomatis bagi pemerintah tanpa mengeluarkan biaya.
3. Menigkatkan penerimaan pajak (optimalisasi perluasan objek pajak).
4. Merupakan penerapan prinsip convenience of tax system.

2.1.2.3	Pajak yang dipungut oleh pihak ketiga (Withholding Tax)
	Penerapan system withholding tax di Indonesia seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000, tidak hanya terbatas atas penghasilan dari pekerjaan (employment income) seperti gaji dan upah (PPh pasal 21); penghasilan dari modal (passive income) seperti deviden, bunga, sewa dan royalty (PPh pasal 23 dan 26), tetapi juga diperluas terhadap penghasilan dari usaha (bussines income). Bahkan, terhadap transaksi yang bukan penghasilan, seperti pembayaran kepada badan-badan pemerintah dan impor atau kegiatan usaha dibidang tertentu (PPh pasal 22). Pengaturan atas jenis-jenis penghasilan dan transaksi yang dikenakan withholding tax tidak seluruhnya diatur oleh Undang-undang PPh, tetapi banyak didelegasikan kepada Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
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	Pajak yang dipungut oleh pihak ke tiga (withholding tax) :
1. Pajak Penghasilan pasal 21
Obyek pengenaan pajaknya berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan pribadi dalam negri.
2. Pajak Penghasilan pasal 22
Pajak yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga- lembaga pemerintah lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.
3. Pajak Penghasilan pasal 23
Wajib pajak dalam negri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21 akan dipotong oleh pemotong PPh pasal 23 yang ditunjuk.
4. Pajak Penghasilan pasal 24
Dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak yang dihitung berdasarkan seluruh penghasilan yang diterima dan diperoleh termasuk penghasilan dari luar negri. Pajak yang dibayar atau yang terhutang diluar negri atas penghasilan luar negri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terhutang dalam tahun pajak yang sama.
5. Pajak Penghasilan pasal 26
Pajak Penghasilan yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negri selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.


2.1.3	Pengertian Umum Penerimaan Negara
	Kita tentu mengetahui bahwa kegiatan pemerintah semakin meningkat dari tahun-ketahun seiring dengan sedang berkembangnya negara kita. Sebagai konsekuensinya maka diperlukan pembiayaan-pembiayaan atau pengeluaran pemerintah yang tidak sedikit jumlahnya sesuai dengan semakin luasnya kegiatan pemerintah itu. Agar supaya biaya bagi pengeluaran pemerintah itu dapat dipenuhi maka pemerintah memerlukan penerimaan. Terdapat berbagai sumber penghasilan suatu negara (Public Revenues), namun secara umum penerimaan negara terbagi dua yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak.
Berikut sumber-sumber penerimaan negara antara lain :
a. Sektor sumber daya alam berupa minyak bumi, gas alam dan pertambangan lainnya, perhutanan, perikanan dll.
b. Pajak yaitu pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan  sesuai Undang-undang dengan tanpa balas jasa yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat
c. Retribusi yaitu iuran yang kita bayar dan kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut
d. Keuntungan atau laba yang dihasilkan dari perusahan negara (BUMN)
e. Denda-denda dan penyitaan yang dijalankan pemerintah
f. Sumbangan masyarakat untuk jasa yang diberikan pemerintah seperti, biaya perijinan (lisensi), uang toll dll
g. Penciptaan uang oleh Bank Indonesia
h. Hasil dari undian negara
i. Pinjaman atau hutang baik dalam maupun luar negri
j. Hadiah atau hibah

2.1.3.1	Pengertian Penerimaan Pajak
Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah salah satu primadona  penerimaan negara yang paling potensial, sebab peningkatan penerimaan dalam negri dari sektor pajak adalah suatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun akan semakin besar berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penerimaan dalam negri dari sektor migas, cenderung menunjukan penurunan akibat cadangan sumber daya alam yang semakin lama semakin terbatas.
Sehingga dapat disimpulkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah pendapatan yang diterima negara dari kontribusi masyarakat kepada negara, diluar pendapatan dari sektor migas. Berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. SE-05/PB/2007 yang berisi tentang Implementasi Penerimaan Negara (IMP) disebutkan mengenai jenis-jenis penerimaan dari pajak, yaitu penerimaan pajak dalam negri dan penerimaan pajak perdagangan internasional. 
Jenis-jenis penerimaan dari sektor pajak antara lain :
I. Pendapatan pajak dalam negri
1. Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)
a. Pendapatan PPh migas :

-  Pendapatan PPh Minyak Bumi
-  Pendapatan PPh Gas Alam
-  Pendapatan PPh Lainnya dari Minyak Bumi
-  Pendapatan PPh Migas lainnya
b.	Pendapatan PPh non migas :
	-  Pendapatan PPh pasal 21
	-  Pendapatan PPh pasal 22
	-  Pendapatan PPh pasal 22 Impor
	-  Pendapatan PPh pasal 23
	-  Pendapatan PPh pasal 25/29 Orang Pribadi
	-  Pendapatan PPh pasal 25/29 Badan
	-  Pendapatan PPh pasal 26
	-  Pendapatan PPh Final dan Fiskal Luar Negri
	-  Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya
2.	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPn)
a.	Pendapatan PPn
	-  Pendapatan PPn Dalam Negri
	-  Pendapatan PPn Impor
	-  Pendapatan PPn Lainnya
b.	Pendapatan PPnBM
	-  Pendapatan PPnBM Dalam Negri
	-  Pendapatan PPnBM Impor
	-  Pendapatan PPnBM Lainnya
3.	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
	-  Pendapatan PBB Pedesaan
	-  Pendapatan PBB Perkotaan
	-  Pendapatan PBB Perkebunan
	-  Pendapatan PBB Kehutanan
	-  Pendapatan PBB Pertambangan
	-  Pendapatan PBB Lainnya
4.	Pendapatan BPHTB
	-  Pendapatan BPHTB
5.	Pendapatan Cukai
	-  Pendapatan Cukai Hasil Tembakau
	-  Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol
	-  Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol
	-  Pendapatan Denda Administrasi Cukai
	-  Pendapatan Cukai Lainnya
6.	Pendapatan Pajak Lainnya
	-  Pendapatan Bea Materai
	-  Pendapatan Dari Penjualan Benda Materai
	-  Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya
7.	Pendapatan Bunga Penagihan Pajak
	-  Pendapatan Bunga Penagihan PPh
	-  Pendapatan Bunga Penagihan PPN
	-  Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM
	-  Pendapatan Bunga Penagihan PTLL
II.	Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional
1. Pendapatan Bea Masuk
-  Pendapatan Bea Masuk
-  Pendapatan Masuk Tanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)
-  Pendapatan Denda Administrasi Pabean
- Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
-  Pendapatan Pabean Lainnya
2.	Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor
	-  Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor

2.1.3.2	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak
	Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah :
“1.	Kejelasan dan Kepastian Peraturan Perundang-undangan Perpajakan;
2.	Tingkat Intelektual Masyarakat;
3. Kualitas Petugas Pajak (Intelektual, Keterampilan, Integritas dan Moral Tinggi);
4. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat”
(2006 : 56)


1. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Perundang-undangan Perpajakan
Undang-undang yang jelas, sederhana, mudah dimengerti akan memberi penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus, hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak terbelit-belit, prosedur yang tidak rumit, dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya, serta lokasi kantor pelayanan pajak yang mudah dicapaiakan mengurangi beban bagi wajib pajak.
2. Tingkat Intelektual Masyarakat
Dengan tingkat intelektual yang cukup baik, maka semakin mudah bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan dan dapat memahami sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana fiskal.
3. Kualitas Petugas Pajak (Intelektual, Keterampilan, Integritas dan Moral Tinggi)
Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik dan bermoral tinggi. Petugas pajak hendaknya menyadari bahwa semua tindakan yang dilakukan serta sikap terhadap wajib pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan dan keputusan yang adil.
4. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat
Administrasi perpajakan hendaknya merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peranan penting yaitu sebagai kunci strategis dalam organisasi pengadministrasian.

2.2	Kerangka Pemikiran
	Penerimaan negara dari sektor pajak merupakan penerimaan yang paling diharapkan oleh pemerintah saat ini. Oleh karena itu, pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya sedang berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak.
	Pajak berfungsi untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya, oleh karenanya pengenaan pajak dipandang dari sudut ekonomi harus diatur senetral-netralnya dan sekali-kali tidak boleh dibelokkan untuk mencapai tujuan yang menyimpang. Fenomena historis yang selalu hadir adalah bahwa upaya suatu negara dalam menghimpun dana keuangannya merupakan sarana bagi sumber pembiayaan bagi semua tujuannya.
	Pajak yang terutang dalam satu tahun pajak pada dasarnya dapat dilunasi dengan beberapa cara, yaitu : (i) dibayar sendiri oleh wajib pajak melalui mekanisme pembayaran angsuran masa (dikenal dengan nama PPh pasal 25), dipotong dan dipungut oleh pihak lain (PPh pasal 21,22,23 dan 26) atau dikenal dengan nama withholding tax, dan (iii) pembayaran akhir tahun (PPh pasal 29)
	Menurut Siti Resmi menjelaskan tentang pemungutan pajak oleh pihak ketiga atau withholding tax sebagai berikut :
”withholding tax system adalah sistem pemungutan pajak yang member kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”								         (2008 : 12)
Dan menurut Waluyo adalah 
“withholding tax system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga untuk memungut besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.”
(2000 : 10)
Terdapat dua pendekatan yang dipergunakan untuk memberlakukan withholding tax, yaitu (i) sebagai angsuran pembayaran pajak (advance payment) yang dapat dikreditkan terhadap seluruh utang yang dihitung pada akhir tahun pajak, dan (ii) sebagai pemungutan pajak final yang tidak perlu diperhitungkan kembali terhadap seluruh utang pajak yang dihitung diakhir tahun pajak.
Seperti yang telah dijelaskan di atas, withholding tax ini merupakan cara termudah bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, karena dalam sistem ini Wajib Pajak diwajibkan untuk memungut dan mengadministrasikan pajaknya pihak lain (Wajib Pajak lain). Dengan cara ini, pemerintah akan dengan mudah mengumpulkan pajak tanpa memerlukan upaya dan biaya yang besar. Variabel X pada skripsi ini yaitu withholding tax mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dhamar Ikasar mengenai Implementasi Kebijkan Withholding Tax System Terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan, menyatakan bahwa penggunaan withholding tax system dalam pemotongan pajak penghasilan telah menguntungkan dari segi efisiensi waktu, akuntabiliatas data, biaya, kinerja terhadap diri wajib pajak (WP) dan fiskus, namun terdapat perbedaan yaitu objek penelitian pada penelitian sebelumnya adalah Implementasi Kebijakan Withholding Tax System terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan, sedangkan persamaannya Objek yang akan diteliti sama-sama mengenai Sistem Pemungutan Pajak oleh Pihak Ketiga (Withholding Tax).
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online pada situs www.kbbi.web.id yang diakses pada tanggal 6 April 2009 menjelaskan tentang pengertian optimalisasi : “Opimalisasi adalah proses, cara atau perbuatan dalam menjadikan lebih baik”
Sedangkan definisi penerimaan pajak menurut Suryadi adalah
“Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan”					 (2003:1)
Berdasarkan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2001, pengertian penerimaan pajak adalah sebagai berikut :
“Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional”
(2001 : 155)
Jadi apabila dihubungkan dengan penerimaan pajak, optimalisasi penerimaan pajak merupakan proses atau cara yang paling mungkin dilakukan pemerintah untuk meningkatkan dan mengamankan penerimaan negara yang atau menjadi lebih baik. Dengan adanya penerapan sistem pemungutan pajak oleh pihak lain (withholding tax) diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik. Variabel Y pada skripsi ini  mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gunawan Setiyaji dan Hidayat Amir mengenai Perpajakan Yang Modern Harus Didukung Oleh Efisensi Dan Efektivitas Sistem Perpajakan, Yang Dapat Akan Meningkatkan Penerimaan Pajak.

	Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu juga menjelaskan tentang hubungan withholding tax dengan optimalisasi penerimaan pajak :
“  Manfaat withholding tax system :
-	 Dapat meningkatkan kepatuhan secara sukarela karena pembayar pajak secara
 tidak langsung telah membayar pajaknya
- Pengumpulan pajak secara otomatis bagi pemerinyah tanpa mengeluarkan biaya
- Merupakan penerapan prinsip convinience of tax system
- Meningkatkan penerimaan pajak (optimalisasi perluasan obyek pajak)”

(2006:86)

	Dengan adanya kebijakan pemerintah melalui melalui sistem pemungutan pajak oleh pihak ketiga (withholding tax) diharapkan penerimaan pajak akan lebih optimal. Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemimikirannya dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut : 

 (
Pajak
)
 (
Withholding Tax System
) (
Sistem Perpajakan
)

 (
Hipotesis :
Withholding Tax
 berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pajak
) (
Masyarakat Tidak Sadar pajak
)

 (
Underground Economy
) (
Banyak WP Berpotensi Pajak
)

 (
Penerimaan Pajak Belum Optimal
)


Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran
2.3	Hipotesis
	Dari kerangka pemikiran diatas maka dapat diambil dugaan atau hipotesis sementara bahwa penerapan sistem pemungutan pajak oleh pihak ketiga (withholding tax) berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pajak.
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